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Kecamatan Toili Barat berfungsi sebagai urusan penunjang  

administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, Kecamatan Toili Barat masih menghadapi beberapa 

permasalahan yang diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada 

Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen 

perencanaan. 

2. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di 

Kecamatan. 

3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan 

kewenangan pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini 

dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain. 

4. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada 

masyarakat

BAB III 

PERMASALAHAN DAN  

ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN 

TUGAS & FUNGSI PELAYANAN KEC. TOILI 

BARAT 
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Tabel 3.1 
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kec. Toili Barat Kab. Banggai  

 

Aspek Kajian 
Capaian/Kondisi Saat 

Ini 
Standar yang 

digunakan 

Faktor Yang Mempengaruhi Permasalahan 
Pelayanan PD INTERNAL EXTERNAL 

1. Pelimpahan 

Kewenangan 

Regulasi terkait 

pelimpahan sebagian 
kewenangan oleh Bupati 
kepada Camat masih 
sementara dalam tahap 
kajian 

Peraturan Bupati 

Banggai tentang 
pelimpahan 
Kewenangan 

 Tingkat 

kemandirian dan 
swadaya 
masyarakat rendah 

Adanya Rencana 

pelimpahan 
kewenangan dari 
Bupati kepada Camat 
dapat menyebabkan 
revisi terhadap 
dokumen 
perencanaan. 

2. Sumber Daya 
Aparatur yang 
memadai 

Sumber Daya Aparatur 
yang ada saat ini masih 
perlu peningkatan 
keahlian sehingga 
Sumber Daya Aparatur 
yang ada mampu 
melaksanakan tugas 
kedinasan dengan lebih 
baik lagi 

SOP Kecamatan 
Toili Barat 

SDM dan anggaran 
yang terbatas 

Tuntutan 
Reformasi untuk 
perbaikan kinerja 
pemerintah 

Belum memadainya 
Sumber Daya 
Aparatur yang ada di 
Kecamatan 

3. Pelayanan 
kepada 
masyarakat 

Pelayanan kepada 
masyarakat saat ini 
sudah cukup baik akan 
tetapi kewenangan 
kecamatan yang terbatas 

Peraturan Bupati 
Banggai tentang 
pelimpahan 
Kewenangan 

Kurangnya sosialisasi 
kepada masyarakat 
tentang kewenangan 
kecamatan terkait 
pelayanan 

Tuntunan 
pelayanan yang 
cepat 

Kurangnya 
pemahaman 
masyarakat terhadap 
batasan kewenangan 
pelayanan 
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Aspek Kajian 
Capaian/Kondisi Saat 

Ini 
Standar yang 

digunakan 

Faktor Yang Mempengaruhi Permasalahan 
Pelayanan PD INTERNAL EXTERNAL 

sehingga waktu yang 
dibutuhkan masyarakat 
terkait pelayanan cukup 
panjang 

Kecamatan, sehingga 
mempengaruhi 
kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan 
kecamatan. Hal ini 
dikarenakan adanya 
keluaran pelayanan 
PD lain 

4. Standar 
Pelayanan 
Masyarakat 

Sumber Daya Aparatur 
yang ada saat ini masih 
perlu peningkatan 
pemahaman terkait SPM 

Peraturan ttg 
pelayanan publik, 
SOP dan SPP 

Kapasitas SDM dan 
anggaran yang 
terbatas 

Tuntutan 
Reformasi untuk 
perbaikan kinerja 
pemerintah 

Belum optimalnya 
standar pelayanan 
kepada masyarakat 
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Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi merupakan 

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan.  

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai periode 2016-2021 

adalah “Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat 

Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman berbasis 

Kearifan Lokal dan Budaya”.Penjabaran Visi tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Kabupaten Banggai,merupakkankesatuan wilayah dan 

masyarakat Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang Undang 

Nomor29Tahun1959, termasuk sarana dan prasarana, kelembagaan 

serta potensi sumberdaya alam dan lingkungan alamiah.  

Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dimaksudkan sebagai kondisi 

di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan 

akan menjadi pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan  

ekonomi yang dapat mempengaruhi atau memberikan imbas 

terhadap daerah sekitar atau hinterlandnya, utamanya 

wilayah/daerah Kabupaten di kawasan timur pulau Sulawesi. Pusat 

pertumbuhan ekonomi di maksud dengan mempertimbangkan 

keunggulan komparatif Kabupaten Banggai dibanding daerah 

hinterlandnya, yaitu dari posisi geografis, potensi sumber daya alam 

dan komoditas unggulan daerah yang telah di kembangkan ataupun 

akan di kembangkan. 

TTEELLAAAAHHAANN  VVIISSII,,  MMIISSII  DDAANN  PPRROOGGRRAAMM  KKEEPPAALLAA  

DDAAEERRAAHH  DDAANN  WWAAKKIILL  KKEEPPAALLAA  DDAAEERRAAHH  TTEERRPPIILLIIHH 
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Pusat Pertanian,dimaksudkan sebagai kondisi di mana 

Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan 

menjadi pusat pembangunan dan pengembangan  pertanian di 

kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah 

Bagian Timur, melalui upaya intensifikasi,  ekstensifikasi, 

diversifikasi dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian tanaman 

pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan, yang 

pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 

serta kemandirian pangan berkelanjutan. 

Pusat Kemaritiman,dimaksudkan sebagai kondisi di mana 

Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan 

menjadi pusat pembangunan dan pengembangan  kemaritiman di 

kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah 

Bagian Timur, melalui upaya pemanfaatan dan pengembangan 

potensi perikanan, fasilitasi/pengembangan konektivitas dan 

perdagangan antar pulau, dan pengembangan industri/jasa 

transportasi laut serta pengembangan wisata maritim/bahari, guna 

mendukung perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi. Pemikiran pusat kemaritiman ini dilandasi 

oleh posisi geografis Kabupaten Banggai yang saling berhadapan 

dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Kabupaten 

Taliabo Maluku Utara yang merupakan daerah kepulauan. Karena 

urusan Kelautan (kemaritiman) bukan lagi menjadi kewenangan 

daerah Kabupaten, maka perwujudan visi ini di lakukan melalui 

koordinasi,sinkronisasi dan fasilitasi program dengan  pemerintah 

Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat. 

Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya, dimaksudkan bahwa 

perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan 

ekonomi, pusat pertanian dan pusat kemaritiman, harus di dasarkan 

atau di landasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan budaya  masyarakat 
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Kabupaten Banggai (Babasalan). Dalam kearifan lokal, terkandung 

pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah 

pengetahuan lokal yang sudah sedemikianmenyatu dengan sistem 

kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi 

dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap 

bersendikan agama. 

Upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Banggai 

dirumuskan melalui Misi sebagai penjabaran visi Kabupaten Banggai 

yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai2016–2021, adalah 

sebagai berikut: 

1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju 

Pemerintahan yang Berwibawa. 

2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi. 

3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi 

Wilayah. 

4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan 

Merata. 

5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal 

dan Budaya. 

6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing 

Daerah. 

Kecamatan Toili Barat mendukung Misi 1 dan memerankan 

diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan 

masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas 

tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:  

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;  

b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
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c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat;  

d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan  

f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

kegiatan kelurahan;  

g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;  

h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi 

perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan 

pelaporan; dan  

i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian 

evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan 

kegiatan Kecamatan. 
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Tabel 3.2 
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan 

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

 
VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN BAGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN 

LOKAL DAN BUDAYA 

MISI PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
FAKTOR 

PENGHAMBAT PENDORONG 

1. Menciptakan Pemerintahan yang 

Baik dan Bersih Menuju 

Pemerintahan yang berwibawa. 

2. Mengembangkan Pertanian 

Melalui Pemanfaatan Teknologi. 

3. Mengembangkan Sektor 

Kemaritiman berbasis Potensi 

Wilayah. 

4. Mewujudkan Penyediaan 

Infrastruktur yang Berkualitas 

dan Merata. 

5. Mewujudkan Pengembangan 

Nilai-Nilai Agama, Keraifan Lokal 

dan Budaya. 

6. Meningkatkan Kualitas Sumber 

daya manusia dan Daya Saing 

Daerah. 

5. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari 

Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi 

terhadap dokumen perencanaan. 

6. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada 

di Kecamatan. 

7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 

batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, 

sehinggamempengaruhi kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan 

adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain. 

8. Masih adanya tugas pembantuan serta fasilitasi 

kegiatan PD lain ditingkat kecamatan dan kelurahan 

sehingga mempengaruhi tugas pokok dan fungsi 

kecamatan/kelurahan. 

9. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan 

kepada masyarakat 

1. Adanya kecenderungan  

untuk menambah 

kegiatan yang 

dilimpahkan  

2. Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

3. Adanya keluaran 

kegiatan PD lain yang 

ada di Kecamatan  

4. Tugas pembantuan 

serta fasilitasi 

kegiatan PD lain 

ditingkat kecamatan 

dan kelurahan  

5. Banyak prosedur yang 

harus dipenuhi dan 

dilaksanakan 

1. Perlunya dukungan 

lembaga 

kemasyarakatan  

2. Diklat peningkatan 

kapasitas aparatur 

3. Mendekatkan 

pelayanan masyarakat  

4. Mendekatkan lokasi 

khusus kegiatan 

kepada masyarakat  

5. Tuntutan masyarakat 

terhadap peningkatan 

kualitas pelayanan 
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3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA 

Renstra Kecamatan Toili Barat Tahun 2016–2021 yang 

merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai 

yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah seyogyanya 

berkesesuaian dengan Renstra Kemendagri tahun 2015-2019, 

sehingga kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi 

Kecamatan Toili Barat dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. 

Berikut sasaran Kemendagri periode 2015-2019 sebagaimana 

disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 3.3 

Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019 

 

Sasaran Indikator Sasaran 
Target 

2015 2019 

1. Terpeliharanya 
persatuan dan kesatuan 
bangsa 

Jumlah peristiwa konflik 
sosial 

≤ 83 
peristiwa 

≤ 83 
peristiwa 

2. Terpeliharanya stabilitas 
politik dalam negeri 
dalam rangka 
mewujudkan demokrasi 
yang berkualitas 

1. Persentase partisipasi 
politik masyarakat 
pada saat pemilu 

73,2% 77,5% 

2. Persentase peristiwa 
konflik berlatar 
belakang pemilu dan 
pilkada 

< 10 % < 10 % 

3. Meningkatnya kualitas 
pelaksanaan otonomi 
daerah untuk mencapai 
kesejahteraan 
masyarakat dan 
mendorong 
pertumbuhan ekonomi 
daerah 

1. Tingkat kualitas tata 
kelola Pemerintah 
Daerah sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundang-undangan 

55% 80% 

2. Persentase kinerja 
(maksimal) 
pemerintahan pada 
daerah otonom baru 

20% 70% 

TTEELLAAAAHHAANN  RREENNSSTTRRAA  KK//LL  DDAANN  RREENNSSTTRRAA  

SSUULLAAWWEESSII  TTEENNGGAAHH 

 
3.3 
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Sasaran Indikator Sasaran 
Target 

2015 2019 

  3. Jumlah Perda 
bermasalah 

350 perda 50 perda 

4. Persentase 
kelembagaan 
organisasi perangkat 
daerah yang ideal 

45% 70% 

5. Persentase kepala 
daerah dan wakil 
kepala daerah, serta 
pimpinan dan 
anggota DPRD 
memiliki kapasitas 
manajemen dan 
kepemimpinan 
daerah 

30% 70% 

4. Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik dalam 
penyelenggaraan 
pembangunan daerah 

1. Persentase penerapan 
SPM di Daerah 
(prov/kab/kota) 

75% 90% 

2. Persentase daerah 
yang memenuhi 
pelayanan Dasar 

- 60% 

3. Jumlah daerah yang 
memiliki PTSP yang 
Prima 

34 
provinsi  

34 
provinsi 
dan 204 

kab/ kota 

4. Penyediaan layanan 
dasar bidang 
ketentraman dan 
ketertiban umum 
sesuai SPM 

20% 60% 

5. Penyediaan layanan 
dasar bidang 
penanggulangan 
bencana dan bahaya 
kebakaran sesuai 
SPM 

10% 50% 

6. Persentase 
pemerintah daerah 
yang menerapkan 
inovasi dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan, 
pemberdayaan 
masyarakat dan 
pelayanan publik 

100% 
provinsi 

5% 
Kab/kota  

100% 
provinsi 

30% 
Kab/kota 

5. Menguatnya peran 
Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah dalam 
pelaksanaan koordinasi 
pembinaan dan 

Persentase kinerja peran 
Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah 

50% 
berkinerja 

baik 

70% 
berkinerja 

baik 
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Sasaran Indikator Sasaran 
Target 

2015 2019 

pengawasan 
penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah 

6. Meningkatnya kualitas 
pengelolaan keuangan 
daerah yang partisipatif, 
transparan, efektif, 
efisien, akuntabel dan 
kompetitif. 

1. Persentase Daerah 
yang belanja APBD 
nya berorientasi pada 
pelayanan dasar 
masyarakat 

15% 25% 

2. Jumlah 
Provinsi/Kab/Kota 
yang menetapkan 
Perda tentang APBD 
Provinsi/Kab/Kota 
yang tepat waktu 

30 
provinsi 

250 
Kab/kota 

30 
provinsi 

300 
Kab/kota 

3. Jumlah 
prov/Kab/Kota yang 
menetapkan Perda 
pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD 
yang disahkan secara 
tepat waktu 

30 
provinsi 

250 
Kab/kota 

30 
provinsi 

300 
Kab/kota 

4. Jumlah pemda yang 
menerapkan 
akuntansi berbasis 
akrual 

30 
provinsi 

250 
Kab/kota 

30 
provinsi 

300 
Kab/kota 

7. Meningkatnya kualitas 
dan akuntabilitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan desa 
dalam pelayanan 
masyarakat 

1. Jumlah desa dengan 
tata kelola 
pemerintahan desa 
yang baik 

5.000 
desa 

40.000 
desa 

2. Jumlah desa dengan 
tata kelola keuangan 
dan aset yang efektif, 
transparan dan 
akuntabe 

5.000 
desa 

40.000 
desa 

3. Jumlah desa 
swasembada 

2.000 
desa 

10.000 
desa 

8. Meningkatnya kualitas 
database kependudukan 
nasional sebagai dasar 
penerbitan dokumen 
kependudukan 

1. Peningkatkan 
kualitas pelayanan 
kependudukan dan 
pencatatan sipil 
dengan database 
kependudukan 
nasional yang akurat 

34 
provinsi 

514 
Kab/kota 

34 
provinsi 

514 
Kab/kota 

2. Persentase anak yang 
memiliki akta 
kelahiran 

75% 85% 

9. Meningkatnya 
pendayagunaan 
database kependudukan 
nasional bagi pelayanan 

1. Peningkatan 
pemanfaatan NIK, 
Database 
Kependudukan dan 

21 
lembaga 

40 
lembaga 
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Sasaran Indikator Sasaran 
Target 

2015 2019 

publik dan kepentingan 
pembangunan nasional 

KTP-el oleh lembaga 
pengguna Pusat 

2. Penyediaan DP4 
untuk Mendukung 
Penyelenggaraan 
Pemilu/Pemilukada 
Serentak 

269 
daerah 

541 
daerah 

10. Meningkatnya kapasitas 
dan profesionalisme 
aparatur bidang 
pemerintahan dalam 
negeri 

1. Persentase lulusan 
IPDN dengan nilai 
baik yang siap 
menjadi kader 
pelopor revolusi 
mental 

50% 85% 

2. Persentase tingkat 
kepuasan 
stakeholders 
terhadap Etos Kerja 
Alumni 

65% 85% 

3. Peningkatan 
kompetensi aparatur 
Kemendagri dan 
Pemda melalui 
pengembangan 
kapasitas SDM 

30% 80% 

11. Meningkatnya 
akuntabilitas 
pengelolaan keuangan 
Kementerian Dalam 
Negeri 

1. Opini BPK atas 
Laporan Keuangan 
Kemendagri 

WTP WTP 

2. Nilai Penegakan 
Integritas - Bebas 
Korupsi Kemendagri 
dan Pemerintah 
Daerah 

B (75) B (85) 

12. Meningkatnya kinerja 
dalam mendukung 
Reformasi Birokrasi 

1. Akuntabilitas kinerja 
Kemendagri 

Lapkin A Lapkin A 

2. Indeks reformasi 
birokrasi Kemendagri 

B A 

 

Beberapa sasaran kebijakan dalam Renstra Kementerian 

Dalam Negeri yang telah berjalan dengan baik di Kecamatan Toili 

Baratyaitu sebagai berikut :  

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka ragaman 

budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan 

rasa persatuan dan persatuan bangsa.  
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2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas 

pelaksananya sesuai tata kelola pemerintahanan yang baik.  

3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya 

untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat 

Kecamatan Toili Barat tanpa kecuali dengan mengedepankan 

perempuan, masyarakat miskin, balita, disabilitas dan lansia. 

 

 

 

 

 


